PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Menolak
Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 104 /PUU-XVIII/2020
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

4 MEI 2021

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, pukul 11.36 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dilaksanakan
secara virtual yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers
(selanjutnya disebut UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara
Nomor 104 /PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor
104 /PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri dihadiri secara virtual oleh
Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara
virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RIL

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Pers dalam perkara Nomor 104/PUU-
XVIII/2020 diajukan oleh Charlie Wijaya, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.

. PASAL/AYAT UU PERS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 18 UU
Pers selengkapnya berketentuan sebagai berikut:
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Pasal 18 UU Pers:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan
yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4
ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),
serta, Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 18 UU Pers dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan Kkonstitusional
Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 18 UU Pers dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2020. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan
nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas
permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap
permohonannyasebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah
tanggal 28 Desember 2020 dan telah pula dilakukan sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada
tanggal 19 April 2021, pukul 10.00 WIB, namun dalam persidangan
perbaikan permohonan tersebut Pemohon tidak hadir dan baru
menyampaikan surat izin untuk tidak menghadiri sidang dimaksud
dengan alasan ada anggota keluarga yang sakit. Adapun surat tersebut
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2021 pukul
10.43 WIB melalui pesan Whatsapp.



[3.3.3]

[3.3.4] Bahwa sistematika permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam
[3.3.5]

Bahwa ternyata Pemohon dalam perbaikan permohonannya
menguraikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul

2.Nama Pemohon

3. Uraian pasal tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi

4. Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

5. Alasan permohonan (posita)

6. Petitum

Sub-paragraf [3.3.3] di atas tidak memenuhi sistematika permohonan

Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1)

dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan

huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya

disebut PMK 2/2021), yang seharusnya terdiri dari:

1. Identitas Pemohon

2. Uraian yang jelas mengenai dasar permohonan yang meliputi
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan
permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci.

3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.

Bahwa format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud
pada Sub-paragraf [3.3.3] selain tidak sesuai dengan format
permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d PMK 2/2021, juga sama sekali tidak
menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang
dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan
argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal a quo dengan pasal-
pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Pemohon tidak
menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru
lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.
Selain itu, dasar pengujian konstitusionalitas pasal dalam UU 40/1999
sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, tidak ada
hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh
Pemohon, sehingga hubungan antara posita dan petitum permohonan
menjadi tidak jelas. Walaupun Mahkamah dalam persidangan
pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat kepada Pemohon
untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39
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ayat (2) UU MK, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana
diuraikan di atas. Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa petitum
angka 1 (satu) permohonan Pemohon ternyata hal yang diminta oleh
Pemohon adalah terkait dengan kerugian yang dialami Pemohon yang
lazimnya ada dalam gugatan perdata sedangkan untuk petitum angka 2
(dua) permohonan Pemohon, ternyata hal yang diminta oleh Pemohon
adalah terkait dengan pengujian formil yaitu terkait dengan
pembentukan Pasal 18 UU 40/1999 yang menurut Pemohon tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
permohonan Pemohon a quo kabur sehingga tidak memenuhi syarat
formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal
31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dan pokok permohonan Pemohon.

. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK

dalam Perkara Nomor 104/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Permohonan
Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian pada Pasal 18 UU Pers
mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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